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Abstrak 

Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal sebagai dasar hukum pengelolaan layanan Trans Metro 
Pekanbaru (TMP). Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang 
memengaruhi efektivitas layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan 
Daerah No. 2 Tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam penyelenggaraan angkutan 
umum massal di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori 
implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi tujuan kebijakan, sumber daya, 
komunikasi antarorganisasi, sikap pelaksana, karakteristik pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, 
dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. 
Tujuan kebijakan telah ditetapkan dengan jelas, namun keterbatasan anggaran, rendahnya jumlah 
armada yang beroperasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta ketidakkonsistenan jadwal 
operasional menjadi hambatan utama. Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut 
memengaruhi tingkat pemanfaatan layanan TMP. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa 
implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2024 telah berjalan dengan arah 
kebijakan yang jelas dan dukungan sumber daya serta koordinasi yang cukup baik. Namun, 
keterbatasan anggaran, armada, sarana prasarana, serta jadwal operasional yang belum konsisten 
menyebabkan kualitas pelayanan belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan pengelolaan, 
pengawasan, dan kualitas layanan agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN 
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

angkutan umum didefinisikan sebagai “angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan 
bermotor umum yang disediakan dengan dipungut bayaran.” menegaskan bahwa angkutan 
umum adalah layanan transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor dan ditujukan 
untuk mengangkut penumpang maupun barang secara terbuka kepada masyarakat.Layanan ini 
tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan dikenai tarif atau bayaran tertentu sebagai 
bentuk imbalan atas jasa yang diberikan.Transportasi publik merupakan kebutuhan penting 
masyarakat perkotaan untuk mendukung mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan 
lingkungan. Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 
sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi massal melalui Trans Metro 
Pekanbaru. Namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti 
keterbatasan armada, ketidakkonsistenan jadwal operasional, serta rendahnya pemanfaatan 
layanan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan 
yang dirumuskan dengan implementasi di lapangan. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal telah disahkan sebagai dasar 
hukum untuk mewujudkan sistem transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi di 
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Kota Pekanbaru, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Pasal 4 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 menegaskan bahwa angkutan umum massal harus 
memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, 
keteraturan, dan kehandalan. Hasil wawancara menunjukkan keamanan bus TMP cukup 
terjamin karena minim tindak kriminal dan pengemudi mematuhi aturan lalu lintas. Dari sisi 
kenyamanan, fasilitas seperti AC dinilai memadai dan operator cepat merespons gangguan. 
Jadwal dan rute relatif sesuai, meski kehandalan masih terkendala kemacetan. Namun, layanan 
belum optimal karena banyak halte rusak, kotor, dan tidak terawat, sehingga mengurangi 
kenyamanan penumpang. Kondisi ini berdampak pada aspek kenyamanan dan kehandalan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 4. 

Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2024 mengamanatkan bahwa 
penyelenggaraan angkutan umum massal harus dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan secara berkelanjutan. Mekanisme ini penting untuk memastikan 
bahwa layanan transportasi massal berjalan sesuai standar dan segera diperbaiki apabila 
ditemukan permasalahan di lapangan. Namun, realitas menunjukkan lemahnya implementasi 
pasal ini. Halte yang rusak, tidak terawat, dan penuh dengan coretan vandalisme 
mencerminkan tidak adanya pemantauan rutin. Begitu pula fasilitas ramah disabilitas dan 
lansia di dalam bus tidak diimbangi dengan pemeliharaan halte yang ramah akses.Selain itu, 
keterbatasan armada bus TMP juga menjadi bukti lemahnya evaluasi dan pelaporan. Dari total 
85 unit bus, hanya 35 unit yang beroperasi sementara 50 unit tidak dapat digunakan. Kondisi 
ini mengakibatkan layanan TMP tidak maksimal, baik dari segi frekuensi kedatangan, 
keteraturan jadwal, maupun jangkauan trayek. Dengan demikian, Pasal 11 belum 
terimplementasi secara efektif karena mekanisme evaluasi tidak diikuti oleh perbaikan nyata 
pada sarana dan prasarana transportasi. 

Implementasi Kebijakan Publik, Kebijakan publik merupakan sejumlah kegiatan 
pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, baik secara langsung atau 
melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pemerintah membuat 
kebijakan yang memajukan kehidupan masyarakat untuk hidup lebih baik dan sebelum 
kebijkan tersebut disahkan pemerintah sudah lebih dahulu mempertimbangkan tujuan 
kebijakan tersebut sehingga pada saat masyarakat mengikuti kebijakan tersebut masyarakat 
merasakan dampak yang baik bagi kehidupan masyrakat. Implementasi kebijakan merupakan 
proses menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Penelitian ini menggunakan model 
Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam indikator: 
1. Standar dan tujuan kebijakan  
2. Sumber daya  
3. Komunikasi antar organisasi  
4. Sikap pelaksana  
5. Karakteristik pelaksana  
6. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik 
 
METODE PENELITIAN 

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana 
pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada satu instansi, yaitu Dinas 
Perhubungan Kota Pekanbaru, khususnya pada pengelolaan Trans Metro Pekanbaru (TMP) 
sebagai penyelenggara angkutan umum massal di Kota Pekanbaru. Melalui pendekatan studi 
kasus, peneliti menyelidiki secara mendalam fenomena tertentu serta berusaha memahami dan 
menafsirkan berbagai peristiwa, interaksi, serta proses yang terjadi dalam pelaksanaan 
kebijakan transportasi massal di Kota Pekanbaru, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan 
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Trans Metro Pekanbaru kepada masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara mendalam mengenai 
pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan angkutan umum massal di Kota Pekanbaru, serta 
mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam 
implementasi kebijakan tersebut.. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Standar dan Tujuan Kebijakan 

Implementasi kebijakan bisa diukur tingkatan keberhasilannya jika tujuan dari kebijakan 
cukup realistis dengan sosio- kultur di tingkatan pelaksana kebijakan. Jika tujuan kebijakan 
tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di tingkatan masyarakat, maka akan jauh dari 
kesuksesan. Tujuan utama Perda adalah menghadirkan transportasi massal yang aman, 
nyaman, dan terjangkau. Sosialisasi telah dilakukan kepada pelaksana, namun implementasi 
masih bertahap karena keterbatasan kemampuan daerah. Standar dan tujuan kebijakan 
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2024 telah dirumuskan secara jelas dan 
dipahami oleh para pelaksana kebijakan, seperti Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis 
Pengelola Transportasi Pekanbaru. Tujuan kebijakan untuk menyediakan angkutan umum 
massal yang aman, nyaman, terjangkau, serta berkelanjutan dinilai sesuai dengan kebutuhan 
transportasi masyarakat dan kondisi daerah. Namun, dari sisi implementasi, efektivitas 
pencapaian tujuan tersebut belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan anggaran, jumlah 
armada, serta belum maksimalnya frekuensi dan ketepatan waktu layanan menjadi kendala 
utama di lapangan. Meskipun manfaat kebijakan sudah mulai dirasakan oleh pengguna, 
terutama dalam hal keterjangkauan tarif dan keamanan, masih terdapat keluhan terkait 
kenyamanan dan waktu tunggu. Di sisi lain, rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya 
non-pengguna dan pelajar, menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan belum berjalan secara 
maksimal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa standar dan tujuan kebijakan telah efektif 
pada tahap perumusan, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam pencapaian hasil, sehingga 
masih diperlukan peningkatan kualitas layanan, dukungan sumber daya, dan penyampaian 
informasi kebijakan kepada masyarakat. 
 
Sumber Daya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari keahlian 
menggunakan sumber daya yang ada. Manusia ialah sumber energi yang terutama dalam 
memastikan sesuatu keberhasilan proses implementasi. Implementasi menuntut terdapatnya 
sumber daya manusia yang bermutu dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang 
sudah diresmikan secara politik. Namun di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya 
lain yang butuh diperhitungkan pula yakni sumber daya finansial serta waktu.Keterbatasan 
anggaran dan jumlah armada menjadi hambatan utama. Hal ini berdampak pada jangkauan 
layanan dan kualitas pelayanan. Ketersediaan sumber daya dalam implementasi Peraturan 
Daerah No. 2 Tahun 2024 dapat dinilai belum optimal, namun berada pada tahap cukup 
fungsional. Dari sisi sumber daya manusia, UPT Pengelola Transportasi Pekanbaru telah 
menunjukkan kesiapan yang relatif baik melalui pemenuhan kebutuhan pramudi, pramugara, 
dan petugas operasional sesuai perencanaan, sehingga layanan dasar masih dapat berjalan. 
Armada bus yang tersedia juga dinilai layak dan nyaman oleh sebagian besar pengguna, yang 
menandakan bahwa aspek kualitas kendaraan telah memenuhi standar minimum pelayanan. 
Namun demikian, optimalisasi sumber daya masih terhambat oleh keterbatasan anggaran 
daerah yang berdampak pada jumlah armada, kondisi halte, serta ketidakkonsistenan jadwal 
operasional. Ketergantungan pada program CSR untuk penyediaan fasilitas menunjukkan 
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bahwa dukungan sumber daya finansial pemerintah daerah belum sepenuhnya kuat. Selain itu, 
Keterbatasan armada yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pengguna serta kondisi fasilitas 
yang rusak dan tidak terawat merupakan indikasi kuat terjadinya kegagalan pada sumber daya 
dalam implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah yang terjadi tidak hanya 
sebatas kekurangan jumlah, tetapi juga mencerminkan lemahnya kapasitas pemerintah dalam 
merencanakan, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya secara efektif. Ketidakmampuan 
menyediakan armada yang memadai mengindikasikan perencanaan yang tidak berbasis pada 
kebutuhan nyata di lapangan, sementara rusaknya fasilitas seperti halte menandakan 
rendahnya komitmen terhadap pemeliharaan dan pengawasan. Kondisi ini memperlihatkan 
bahwa sumber daya yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, 
sehingga berdampak langsung pada menurunnya kualitas layanan dan kepercayaan 
masyarakat. Dengan demikian, keterbatasan armada dan kerusakan fasilitas bukan sekadar 
persoalan teknis operasional, melainkan mencerminkan kegagalan struktural pada variabel 
sumber daya yang menghambat tercapainya tujuan kebijakan secara efektif. 
 
Komunikasi Antar Organisasi 

Efektivitas pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh kejelasan komunikasi antara pembuat 
kebijakan dengan pelaksana di lapangan. Informasi harus disampaikan secara jelas, konsisten, 
dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan 
pencapain tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi diperlukan agar para 
pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap 
kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga 
dalam implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2024 sudah berjalan cukup efektif. 
Koordinasi yang terjalin antara Dinas Perhubungan, UPT Pelaksana Transportasi Pekanbaru, 
operator bus, dan pihak terkait lainnya menunjukkan adanya keselarasan tugas dan peran, 
yang menurut teori Van Meter dan Van Horn merupakan salah satu faktor penting dalam 
memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai arah yang ditetapkan. Rapat koordinasi 
dan evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap bulan menunjukkan bahwa terdapat 
mekanisme komunikasi formal untuk memantau perkembangan program dan menyelesaikan 
kendala di lapangan. Praktik evaluasi berkala ini menggambarkan adanya komitmen instansi 
pelaksana dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan dan melakukan penyesuaian jika 
dibutuhkan. Selain itu, penggunaan media sosial dan aplikasi sebagai sarana informasi kepada 
masyarakat menunjukkan bahwa komunikasi eksternal juga terkelola dengan baik. 
Penyampaian informasi secara cepat dan mudah diakses mendukung transparansi layanan 
serta membantu masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan terkait layanan Trans 
Metro Pekanbaru. Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa aspek komunikasi dan 
koordinasi antar lembaga telah mendukung implementasi kebijakan dengan cukup baik. 
Namun demikian, efektivitas komunikasi ini tetap perlu dijaga secara berkelanjutan untuk 
memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan. 

Koordinasi antarinstansi belum optimal sehingga memengaruhi efektivitas implementasi 
kebijakan. pejabat struktural di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Unit 
Pelaksanaan Teknis Trans Metro Pekanbaru telah menjalankan perannya dengan cukup baik 
dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2024. Hal ini terlihat dari 
adanya upaya pengawasan yang dilakukan secara rutin terhadap pelaksanaan operasional 
layanan Trans Metro Pekanbaru, baik melalui monitoring langsung di lapangan maupun 
melalui laporan berkala dari pelaksana teknis. Pengawasan tersebut bertujuan untuk 
memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan, termasuk kepatuhan terhadap standar pelayanan dan jadwal operasional. Selain 
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itu, pejabat struktural juga dinilai cukup responsif dalam menangani berbagai kendala 
operasional yang muncul di lapangan. Setiap permasalahan yang dilaporkan, seperti 
keterlambatan operasional, kendala teknis armada, maupun keluhan dari pengguna layanan, 
ditindaklanjuti melalui koordinasi internal dan pengambilan keputusan secara berjenjang. 
Respons yang relatif cepat dan terkoordinasi ini menunjukkan adanya komitmen pejabat 
struktural dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas layanan Trans Metro Pekanbaru. 
Dengan demikian, peran pengawasan dan responsivitas pejabat struktural menjadi faktor 
pendukung dalam aspek disposisi pelaksana dan berkontribusi positif terhadap implementasi 
kebijakan angkutan umum massal di Kota Pekanbaru. 
 
Sikap Pelaksana 

Sikap atau respon para pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 
implementasi. Ketika pelaksana memiliki komitmen dan kesediaan untuk menjalankan 
kebijakan, maka program akan berjalan lebih efektif. Disposisi atau sikap dari pelaksana 
kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan 
publik. Beberapa hal penting dalam disposisi adalah efek disposisi atau sikap para pelaksana 
akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila 
personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan.Pelaksana mendukung 
kebijakan, namun keterbatasan sumber daya menyebabkan implementasi belum maksimal.  
 
Karakteristik Organisasi Pelaksana 

Karakteristik Pelaksana yang terlalu kompleks atau tidak efisien dapat menjadi hambatan 
dalam pelaksanaan kebijakan. Diperlukan prosedur operasional yang jelas dan fleksibel agar 
pelaksanaan program berjalan efektif. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja 
sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, 
maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi 
sehingga menghambat jalannya kebijakan. Dua karakteristik untuk mendongkrak kinerja 
struktur birokrasi adalah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih 
fleksibel.Struktur organisasi telah terbentuk, tetapi kapasitas operasional masih perlu 
ditingkatkan. Karakteristik pelaksana dalam pengelolaan Trans Metro Pekanbaru belum dapat 
dikatakan optimal. Meskipun secara internal pembagian tugas, alur koordinasi, dan mekanisme 
kerja antara Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksanaa Teknis Pengelolaan Transportasi 
Pekanbaru sudah tersusun dengan cukup jelas dan berjalan, implementasinya di lapangan 
masih belum konsisten. Hal ini terlihat dari ketidaktepatan jadwal, perbedaan kualitas 
pelayanan antar koridor, serta kurangnya kejelasan informasi pengaduan bagi pengguna. 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik pelaksana yang ada belum sepenuhnya 
mampu menjamin keseragaman dan keteraturan pelayanan. Dengan demikian, karakteristik 
elaksana telah berfungsi, namun masih memerlukan penguatan koordinasi dan penerapan 
standar pelayanan secara konsisten agar dapat berjalan secara optimal. 
 
Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik 

Faktor eksternal seperti budaya masyarakat, dukungan politik, kondisi ekonomi lokal, 
dan keterlibatan stakeholders sangat memengaruhi konteks implementasi suatu kebijakan. 
Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan 
variabel eksternal yang berpengaruh besar terhadap implementasi kebijakan. Lingkungan 
sosial mencakup nilai, norma, serta karakteristik masyarakat yang dapat mendukung atau 
menghambat kebijakan, seperti tingkat partisipasi dan kesadaran warga. Lingkungan ekonomi 
berkaitan dengan ketersediaan sumber daya finansial, baik dari pemerintah maupun 
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kemampuan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, lingkungan politik 
mencakup stabilitas dan dukungan dari aktor-aktor politik. Terhadap kebijakan yang 
dijalankan ketiga aspek ini, meskipun tidak dapat sepenuhnya dikendalikan, harus 
diperhatikan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. 
 
Kondisi sosial ekonomi masyarakat memengaruhi tingkat penggunaan transportasi 
massal 

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik telah mendukung implementasi Peraturan Daerah No. 
2 Tahun 2024 dan berada pada tahap hampir optimal. Dari sisi sosial, terdapat kecenderungan 
perubahan sikap masyarakat yang mulai menerima dan menggunakan Trans Metro Pekanbaru 
sebagai alternatif transportasi, terutama karena faktor keterjangkauan dan kesadaran akan 
manfaat angkutan umum. Meskipun kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi masih cukup 
kuat, penerimaan sosial terhadap keberadaan TMP terus menunjukkan perkembangan positif.  
Dari aspek ekonomi, tarif yang terjangkau menjadi kekuatan utama kebijakan ini dan mampu 
mendorong partisipasi masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa. Kendala operasional 
seperti ketidaktepatan jadwal dan keterbatasan armada memang masih terjadi, namun tidak 
sepenuhnya menghambat minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan. Sementara itu, dari 
sisi politik, dukungan pemerintah daerah dan DPRD tergolong kuat dan berkelanjutan, baik 
melalui regulasi, penganggaran, maupun rencana pengembangan layanan. Dengan demikian, 
peneliti menilai bahwa faktor sosial, ekonomi, dan politik telah berjalan cukup baik dan hampir 
optimal, meskipun masih diperlukan penyempurnaan pada aspek konsistensi pelayanan dan 
penguatan implementasi di lapangan agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, 
peningkatan kualitas pelayanan, kepastian jadwal, serta penambahan armada perlu menjadi 
perhatian utama agar kepercayaan masyarakat terhadap Trans Metro Pekanbaru semakin 
meningkat.  
 
Faktor Penghambat Implementasi 
1. Keterbatasan jumlah armada, v Faktor penghambat lain dalam penyelenggaraan Trans Metro 

Pekanbaru adalah keterbatasan jumlah armada yang tersedia untuk melayani seluruh 
koridor. Kondisi ini menyebabkan frekuensi kedatangan bus menjadi lebih lama, terutama 
pada jam sibuk, sehingga berdampak pada menurunnya kenyamanan dan kepuasan 
penumpang. Keterbatasan armada tersebut tidak hanya disebabkan oleh jumlah bus yang 
terbatas, tetapi juga karena masih banyak armada yang tidak dapat dioperasikan akibat 
kerusakan mesin dan kondisi fisik bus yang sudah tua. Akibatnya, jumlah bus yang aktif 
beroperasi menjadi berkurang dan pelayanan belum dapat menjangkau seluruh koridor 
secara optimal. 

2. Ketidakkonsistenan jadwal operasional , Faktor lain yang menjadi hambatan dalam 
penyelenggaraan Trans Metro Pekanbaru adalah ketidakkonsistenan jadwal operasional bus. 
Meskipun telah ditetapkan jadwal resmi, dalam pelaksanaannya bus tidak selalu berangkat 
dan tiba sesuai waktu yang ditentukan akibat keterbatasan jumlah armada, kondisi lalu 
lintas yang tidak menentu, serta adanya kendala teknis pada kendaraan. Ketidaktepatan 
jadwal ini menyebabkan waktu tunggu penumpang menjadi lebih lama dan menimbulkan 
keluhan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian waktu dalam aktivitas 
sehari-hari 

3. Pelayanan belum sesuai harapan masyarakat , Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan 
umum massal menjadi salah satu faktor penghambat dalam mendorong masyarakat untuk 
kembali menggunakan Trans Metro Pekanbaru sebagai moda transportasi utama. Pelayanan 
yang dirasakan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, seperti ketepatan waktu, 
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kenyamanan, dan kemudahan akses, menyebabkan sebagian pengguna masih memilih 
kendaraan pribadi untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Kondisi ini berdampak pada 
sulitnya upaya pengurangan volume kendaraan pribadi di jalan, sehingga tujuan 
penyelenggaraan angkutan umum massal untuk menekan kemacetan belum tercapai secara 
maksimal. 

4. Kerusakan fasilitas oleh oknum tidak bertanggung jawab , Masih adanya aksi-aksi tidak 
terpuji yang dilakukan oleh oknum yang yang tidak bertanggung jawab menjadi faktor 
penghambat dalam penyelenggaraan layanan Trans Metro Pekanbaru. Tindakan seperti 
perusakan maupun hilangnya fasilitas pendukung transportasi berdampak langsung pada 
terganggunya operasional dan menurunnya kualitas pelayanan kepada penumpang. 
Kerusakan fasilitas juga menambah beban biaya perbaikan dan pemeliharaan, sehingga 
menghambat upaya peningkatan layanan secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa keberhasilan penyelenggaraan angkutan umum tidak hanya bergantung pada 
pengelola, tetapi juga memerlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga 
fasilitas yang tersedia.Sebagai penguat analisis terkait faktor penghambat berupa perusakan 
fasilitas oleh oknum masyarakat, berikut disajikan dokumentasi yang menggambarkan 
kondisi halte Bus Trans Metro Pekanbaru akibat aksi vandalisme. 

 
KESIMPULAN 

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 
2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal telah dilaksanakan oleh Dinas 
Perhubungan dan UPT Pengelola Tranpostasi Pekanbaru dengan arah kebijakan yang jelas dan 
dipahami oleh pelaksana. Pelaksanaan kebijakan didukung oleh sumber daya manusia dan 
armada yang fungsional, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran, jumlah 
armada, serta kondisi sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memenuhi standar 
pelayanan. Koordinasi antar pelaksana telah berjalan dan petugas menunjukkan komitmen 
serta profesionalitas yang baik, namun sosialisasi kepada masyarakat serta penerapan standar 
pelayanan dan pengawasan masih perlu ditingkatkan. Implementasi kebijakan ini didukung 
oleh tarif yang terjangkau, penerimaan masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah dan 
DPRD, namun peningkatan kualitas layanan, kepastian jadwal, dan penambahan armada masih 
diperlukan agar tujuan kebijakan tercapai secara optimal. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui 
Dinas Perhubungan dan UPT Pengelola Transportasi Pekanbaru telah melaksanakan Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2024, namun pelaksanaannya masih terkendala jadwal operasional 
yang belum konsisten, kualitas pelayanan yang belum optimal, serta perusakan fasilitas. 
Hambatan tersebut berdampak pada lamanya waktu tunggu, ketidakstabilan layanan, serta 
menurunnya kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap Trans Metro Pekanbaru. 
Indikator sumber daya merupakan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi 
kebijakan, karena mencakup ketersediaan armada, kualitas dan kuantitas sumber daya 
manusia, serta sarana dan prasarana pendukung yang memengaruhi efektivitas pelayanan. 
Keterbatasan sumber daya akan menghambat implementasi kebijakan secara optimal dan 
berdampak pada menurunnya kualitas layanan, meningkatnya waktu tunggu, serta rendahnya 
kepercayaan dan minat masyarakat terhadap angkutan umum. 

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan dan UPT Pengelola Transportasi 
Pekanbaru disarankan untuk meningkatkan kualitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2024 dengan memperkuat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), terutama 
pada aspek kenyamanan, ketepatan waktu, dan pemerataan layanan antar koridor. Upaya ini 
perlu didukung dengan peningkatan sosialisasi kebijakan dan layanan Trans Metro Pekanbaru 
secara berkelanjutan melalui berbagai media, sehingga pemahaman serta partisipasi 
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masyarakat dalam menggunakan angkutan umum massal dapat meningkat. Selain itu, 
peningkatan kualitas layanan juga harus diiringi dengan penguatan pengawasan terhadap 
fasilitas publik serta edukasi kepada masyarakat agar tercipta sistem transportasi yang lebih 
tertib, aman, dan nyaman. Pemerintah daerah perlu melakukan langkah strategis melalui 
penyusunan roadmap pengadaan armada yang bertahap dan berkelanjutan, dengan 
mempertimbangkan kebutuhan rute dan jumlah penumpang guna mengurangi waktu tunggu. 
Penguatan manajemen operasional juga penting dilakukan melalui penataan jadwal yang 
realistis, pemeliharaan armada secara rutin, serta peningkatan sarana dan prasarana 
pendukung. Selain itu, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital, seperti 
pelacakan armada secara real-time dan integrasi informasi layanan, perlu diterapkan untuk 
meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penyediaan jalur khusus (dedicated lane) pada ruas 
jalan padat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan layanan, 
sehingga angkutan umum massal dapat menjadi pilihan yang lebih kompetitif dibandingkan 
kendaraan pribadi. 
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